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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

HARI TAKWA Bin KARIM, tempat tanggal lahir Karang Jaya, 11 Desember
1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di RT 002 RW.004 Desa/Kelurahan
Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,
sebagai Pemohon ;

dan

MUTMAINAH binti KAMSARI, tempat tanggal lahir Karang Jaya, 26 Agustus
1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 002 RW.004
Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur,
Kota Prabumulih Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta para saksi di

muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Prabumulih dalam register perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Pbm tanggal 01
Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri sah, akad nikah
di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa/Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kabupaten/Kota Prabumulih pada hari Rabu
tanggal 20 Mei 2020, wali nikah KAMSARI, dengan mas kawin berupa
Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di
saksikan dua orang saksi masing-masing 1. DULMANAN 2. BUDI
HARTONO;

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali
Nikah KAMSARI dan gobul dilakukan langsung oleh Pemohon |;

4. Bahwa Pemohon Il pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il merupakan pernikahan
pertama bagi Pemohon | dan Pemohon Il penikahan kedua dimana
Pemohon | berstatus duda dan Pemohon Il berstatus janda;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang
dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan atas dasar
persetujuan Pemohon | dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak
manapun;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebelum melaksanakan akad nikah
sudah/belum melengkapi administrasi pernikahan;

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon |
dengan Pemohon |l tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini
Pemohon | dengan Pemohon Il masih terikat dalam perkawinan yang sah
berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
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11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon I
bertempat tinggal di RT.002 RW. 004 Desa/Kelurahan Karang Jaya,
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih selama 2 Bulan;
12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon
Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai
0 orang anak, bernama : di mana anak-anak tersebut bersama Pemohon |
dan Pemohon lI;
13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II,
tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini
sangat dibutuhkan oleh Pemohon | dan Pemohon Il sebagai bukti otentik
atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il untuk memenuhi hak-hak
identitas hukum Pemohon | dan Pemohon Il maupun keperluan lain sebagai
akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon | dan Pemohon Il mohon
penetapan pengesahan nikah (ltsbat Nikah) dari Pengadilan Agama
Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il yang terjadi pada hari hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang
dilaksanakan di Desa/Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih
Timur Kabupaten/Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;
Bahwa, Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il mohon kepada
Pengadilan Agama PrabumulihCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai

berikut:

Primer :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara HARI TAKWA Bin

KARIM dengan MUTMAINAH Binti ALWI yang dilaksanakan pada hari
hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di Desa/Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kabupaten/Kota Prabumulih
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang
berlaku

Subsider :
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Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil -

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita
Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan pengumuman dengan jangka
waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak
ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;
Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan
surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon | Nomor 1674021112950006 a.n HARI
TAKWA Bin KARIM tanggal 13 April 2018, dan Pemohon Il Nomor
1674026608930002 a.n MUTMAINAH binti KAMSARI tanggal 18 Pebruari
2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Prabumulih, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dimaterai
cukup dan dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya, kemudian
diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-
483/Kua.06.13.01/PW.01/09/2020 tanggal 2 September 2020 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prabumulih Timur, surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim telah dimaterai cukup dan dinazegelen serta telah
dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445.5/07/RSUD-
PBM/XI1/2019 tanggal 15 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD
Kota Prabumulih, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dimaterai
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cukup dan dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya, kemudian
diberi kode bukti P.3;
Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il juga
mengajukan saksi-saksi yaitu :
1. Mulyadi, Tempat/ Tanggal Lahir Pendopo/ 06 Juni 1970, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02/RW 04,
Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Saksi mengaku sebagai Tetangga dan telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
e Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami isteri
dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada
tahun 2020 di Wilayah KUA Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih;
e Bahwa sewaktu menikah Pemohon | berstatus duda cerai hidup
nikah sirih dan Pemohon Il berstatus Janda mati;
e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon Il bernama
Kamsari, sebagai saksi nikah bernama Dulmanan dan Budi Hartono,
sebagai maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,-,
dibayar tunai;
e Bahwa sepengatahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada
hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada
larangan untuk menikabh;
e Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon belum dikaruniai orang
anak;
e Bahwa Pemohon | tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki
seorang isteri yakni Pemohon II;
e Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak
pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga
yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
e Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat sehinga para Pemohon tidak pernah
mendapat Buku Nikah sampai sekarang;

e Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus
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administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan

Penetapan dari Pengadilan;
2. Elman Saheri, Tempat/ Tanggal Lahir Karang Jaya/ 11 Desember 1982,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ketua RT 2 RW 4, bertempat
tinggal di RT 02/RW 04, Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi mengaku sebagai saudara
sepupu dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa setahu saksi Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami isteri

dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada

tahun 2020 di Wilayah KUA Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih;

e Bahwa sewaktu menikah Pemohon | berstatus Duda cerai hidup

nikah siri dan Pemohon Il berstatus Janda mati;

e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon Il bernama

Kamsari, sebagai saksi nikah bernama Dulmanan dan Budi Hartono,

sebagai maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,-,

dibayar tunai;

e Bahwa sepengatahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada

hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada

larangan untuk menikah;

e Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon belum dikaruniai orang

anak;

e Bahwa Pemohon | tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki

seorang isteri yakni Pemohon II;

e Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak

pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga

yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suamiisteri ;

e Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan setempat sehinga para Pemohon tidak pernah

mendapat Buku Nikah sampai sekarang;

e Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus

administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan
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Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak akan
mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan
keterangan dan saksi-saksinya serta Pemohon | dan Pemohon I
berkesimpulan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tetap pada permohonannya
dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan
Pemohon | dan Pemohon Il telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih, untuk diumumkan dalam tenggang
waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Tahun 2013,
Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan
tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut
dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan
membacakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak
berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi
kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan

permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon I
yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam
yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2020, dengan wali nikah Pemohon
Il yaitu ayah Pemohon Il yang bernama Kamsari, dengan maharnya berupa
uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi yang bernama Dulmanan dan Budi Hartono, akan tetapi
pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon | dan
Pemohon |l sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan
pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Surat
Keterangan Pemohon | dan Pemohon 1), yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, hal tersebut telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan juncto Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pemohon | dan
Pemohon Il memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama
Prabumulih dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga
bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang
mengikat;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang
pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya
menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon
bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya,
sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan
Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan
hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir () Kompilasi Hukum Islam, maka
secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon dimaksud,
Pemohon | berkedudukan sebagai suami dari Pemohon Il, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon | a quo merupakan subjek hukum sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang
diperkuat dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan
Prabumulih  Timur telah membuktikan bahwa para Pemohon telah
melangsungkan perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang
diperkuat dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kota
Prabumulih telah membuktikan bahwa Pemohon Il adalah janda mati saat
melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut
Pemohon | dan Pemohon Il juga telah menghadirkan dua orang saksi di
persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon | dan Pemohon I, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon | dan Pemohon Il
mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon | dan Pemohon Il
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta
keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut :

Hal. 9 dari 13 Sal. Pen. No. 113/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon II telah
memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang
dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Prabumulin Timur Kota Prabumulih, dengan wali nikah
Pemohon Il yaitu ayah Pemohon Il yang bernama Kamsari, dengan
maharnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dulmanan dan Budi
Hartono, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat

halangan pernikahan menurut syar’i, baik karena hubungan nasab/darah

atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak
lain;

- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para

Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak

punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti

pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk
kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim
menilai bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah
memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam,
dan pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat adanya
larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara’, seperti yang dilarang
oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang
haram di nikahi yaitu :

ENT Sty pSRles nfhles nESna s (5555 G Srgil i emlie Eo2

A T & g T S S TR I G B4 PRSI Sy

H ol S WHES T (LS o2 cdm it T LEtans a0

ofs aem At G Lo T A e ST o s n anlie 2 U5 SB S 2531455
o3 15,48 HEET 7 ) aln 38 G 9y a8 = 1,305

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan,; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
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perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),
maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri
anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa
ayat 23).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan
dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid 11l, halaman 222, sebagai berikut :

Sl adslallasel Ll 18] Judag

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-
laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang
mempercayainya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil
yang termuat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 :

9 Joas puadliv 5 (s 52 o abog i 5 @iz S5 80l (ole TlSh sl (9

"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus
dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali
nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah
pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut
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dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam,
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib adminsitasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23
Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitum 3, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat
berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon | dan Pemohon II
tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai
kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan
dengan sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2, Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (HARI TAKWA Bin KARIM)
dengan Pemohon Il (MUTMAINAH binti KAMSARI) yang dilaksanakan
pada tanggal 20 Mei 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari sabtu
tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal
1442 Hijriyah oleh Fighan Hakim, S.H.l, sebagai Hakim, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Rizki Amelia, S.E., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rizki Amelia, S.E., S.H, Fighan Hakim, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2 Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan . Rp. 200.000,00
4 Biaya PNBP Panggilan Pertama PdanT : Rp. 10.000,00
5 Redaksi . Rp. 10.000,00
6 Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 306.000,00
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